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Abstrak—Setiap lembaga atau instansi memerlukan teknologi
informasi (TI) untuk mendukung banyak aktivitas dalam
menangani proses bisnisnya. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan
teknologi informasi yang ideal dan pembentukan struktur
organisasi yang relevan dan dapat menjawab kebutuhan akan
kelancaran proses bisnisnya. Tidak terkecuali pada Dinas XYZ
sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengelola
pendidikan dan kebudayaan di tingkat provinsi. Dibutuhkan
sebuah struktur organisasi pengelola teknologi informasi yang
selaras dengan Rencana Jangka Panjang Instansi untuk
mendukung tujuan bisnisnya. Dan ketika perencanaan strategis
ini diperbaharui, struktur organisasi juga dituntut untuk
diperbaharui mengikuti perubahan kebijakan yang baru. Untuk
itu, diperlukan analisis komprehensif mengenai perancangan
struktur organisasi yang ideal bagi Dinas XYZ ini, yang meliputi
studi pendahuluan yang mengkaji literatur dan kondisi kekinian
Dinas XYZ, identifikasi Business Goals, identifikasi IT Goals dan
IT Process, penentuan struktur organisasi pengelola TI masa
depan beserta tanggung jawab masing-masing bagian, dan
analisis gap mengenai kondisi saat ini dan kebutuhan TI masa
depan, yang semua itu disesuaikan dengan framework COBIT 4.1
sebagai acuan best practice bagi pengelolaan teknologi informasi.
Output dari penelitian ini adalah rekomendasi mengenai struktur
organisasi pengelola TI beserta tanggung jawab masing-masing
bagian yang ideal dan selaras dengan Rencana Jangka Panjang
Instansi Dinas XYZ. Rekomendasi ini dapat bermanfaat menjadi
dasar bagi perencanaan arsitektur organisasi dan bahan
rekomendasi bagi penyusunan IT master plan pada Dinas XYZ.
Kata Kunci— Teknologi Informasi, Evaluasi, Struktur
Organisasi, Rencana Jangka Panjang Instansi, COBIT 4.1.
I. PENDAHULUAN
ETIAP organisasi dalam pembangunan dan
pengembangannya memerlukan informasi agar dapat
memaksimalkan pengambilan keputusan baik yang bersifat
operasional, taktis, maupun strategis untuk semua masalah di
setiap fungsi manajemen.
Dinas XYZ merupakan instansi pemerintah yang
memanfaatkan peranan teknologi informasi dalam proses
bisnis organisasinya. Dinas XYZ memiliki komitmen untuk
meningkatkan kualitas pendidikan meliputi pemerataan akses
pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan,
meningkatkan pengelolaan, akuntabilitas dan pencitraan
publik, serta berusaha menciptakan aksesibilitas informasi
yang akan menjadi penghubung antara pembuat kebijakan
dengan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan.
Dinas XYZ saat ini telah memiliki Rencana Jangka Panjang
Instansi yang tersurat dalam dokumen Grand Design Dinas
XYZ untuk periode 2006-2025, dan di dalamnya terdapat
tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai dalam horison
tersebut [1]. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut tentu
saja memerlukan dukungan dari setiap lini manajemen dalam
Dinas XYZ, termasuk dukungan dari UPT JKL selaku
pengelola teknologi informasi, yang dikejawantahkan dalam
struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari
masing-masing bagian. Struktur organisasi dan tupoksi
tersebut haruslah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran
strategis yang tertuang dalam dokumen Grand Design. Jika
menganalisis struktur organisasi UPT JKL yang digunakan
saat ini, maka akan dapat ditemukan kekurangan-kekurangan
struktur organisasi dan tupoksi dari masing-masing bagian,
dimana tupoksi yang ada saat ini belum sepenuhnya
mendukung tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam
dokumen Grand Design, karena struktur organisasi dan tupoksi
saat ini hanyalah mengacu pada Peraturan Gubernur X No. 81
Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas XYZ [2]. Untuk itu,
perlu dilakukan evaluasi terkait penyesuaian dan penambahan
tupoksi, tanggung jawab, dan peran dari masing-masing bagian
beserta struktur organisasinya agar kedua hal tersebut dapat
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang
tertuang dalam dokumen Grand Design Dinas XYZ periode
2006-2025.
Standar yang digunakan dalam evaluasi ini adalah COBIT
4.1. Standar COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology) dipilih karena kerangka kerja COBIT
memberikan gambaran paling detail mengenai strategi dan
kontrol dalam pengaturan proses teknologi informasi yang
mendukung keselarasan strategi bisnis dan tujuan teknologi
informasi [3].
Dari penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah
rekomendasi struktur organisasi dan tupoksi beserta penentuan
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penanggung jawab tugas yang ideal bagi UPT JKL, yang
sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Instansi, sebagai
referensi untuk meningkatkan peranan dan pengelolaan
teknologi informasi agar kedepannya dapat mendukung tujuan
bisnis organisasi dengan lebih baik.
II. METODE PENELITIAN
Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian
A. Tahap Pendahuluan
Dalam tahap pendahuluan ini dilakukan studi pustaka
dengan  mengumpulkan beberapa teori, metode, ataupun
model  pada bidang manajemen sistem informasi atau
teknologi informasi  pada umumnya, dan juga evaluasi struktur
organisasi pengelola teknologi informasi pada khususnya.
Teori, metode, maupun  model  tersebut merupakan  metode
yang banyak  digunakan  dan  menjadi acuan dalam kegiatan
akademis, industri, maupun  praktisi  teknologi  informasi
pada umumnya.
Adapun sasaran dari studi pustaka itu sendiri adalah:
- Untuk dapat melihat gambaran umum mengenai metode dan
kerangka kerja yang digunakan  dalam  ruang  lingkup
evaluasi struktur organisasi pengelola teknologi informasi.
- Membandingkan  kerangka kerja yang ada, dengan
melakukan identifikasi  pola  serta mencari  kesepadanan
dalam  kerangka kerja tersebut yang akan dijadikan sebagai
alat untuk mengkaji struktur organisasi pengelola teknologi
informasi instansi.
B. TahapPengumpulan Data
Adalah tahap pencarian dan pengumpulan data untuk dapat
dilakukan analisis lebih lanjut sehingga dapat menjadi
informasi yang lebih memadai dalam pengerjaan tugas akhir.
Dalam tahap ini akan dikumpulkan data-data yang mendukung
untuk pemahaman kondisi objek penelitian saat ini, yaitu
meliputi tujuan dan sasaran bisnis instansi, struktur organisasi
dinas dan pengelola TI, serta tugas pokok dan fungsi pengelola
TI [4].
C. Tahap Interpretasi Kebutuhan SI/TI
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan kebutuhan masa
depan terhadap proses-proses TI untuk kemudian disusun
menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang baru untuk
pengelola TI Dinas XYZ agar mendukung tujuan dan sasaran
bisnisnya sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Instansi.
Untuk melakukan penerjemahan ini, perlu dilakukan beberapa
langkah, yaitu meliputi identifikasi Business Goals,
identifikasi IT Goals, pengelompokan IT Goals berdasarkan
bidang, penentuan struktur organisasi ideal, identifikasi IT
Process, penentuan penanggung jawab masing-masing bidang,
analisis gap, dan memberikan usulan tentang struktur
organisasi dan tupoksi yang baru.
D. Tahap Penarikan Kesimpulan
Pada tahap akhir penelitian ini dilakukan penarikan
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian
ini. Selain itu juga diberikan saran bagi pengelola TI Dinas
XYZ maupun  untuk penelitian selanjutnya yang memiliki
topik relevan dengan studi kasus ini.
III. ANALISIS DAN HASIL
Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dan hasil dari
metode pengerjaan yang telah dijelaskan pada bab 2.
Tabel 1 memperlihatkan hasil pemetaan antara sasaran dan
tujuan bisnis instansi dengan Business Goals COBIT. Tabel 2
memperlihatkan hasil penurunan Business Goals ke dalam IT
Goals. Tabel 3 memperlihatkan hasil pengelompokan IT Goals
berdasarkan bidang dan level penanggung jawab. Gambar 2
memperlihatkan struktur organisasi ideal yang terbentuk dari
pengelompokan IT Goals berdasarkan bidang dan level
penanggung jawab. Tabel 4 memperlihatkan hasil penurunan
IT Goals ke dalam IT Process [5]. Tabel 5 memperlihatkan
hasil penentuan tanggung jawab masing-masing bagian
berdasarkan IT Process. Tabel 6 memperlihatkan hasil analisis
gap sumber daya manusia dan organisasi. Gambar 3
memperlihatkan struktur organisasi yang direkomendasikan
dengan mengkombinasikan antara stuktur organisasi yang
sudah ada saat ini dengan struktur organisasi ideal, dengan
meninjau dari analisis gap.
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Tabel 1. Hasil Pemetaan Sasaran dan Tujuan Bisnis Instansi dengan
Business Goals COBIT 4.1
Tabel 2.Hasil penurunan Business Goals ke dalam IT Goals
Tabel 3. Pengelompokan IT Goals Berdasarkan Bidang dan Level
Penanggung Jawab
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Gambar 2. Struktur Organisasi Ideal
Tabel 4. Hasil Penurunan IT Goals ke dalam IT Process
Tabel 5. Hasil Penentuan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian
Berdasarkan IT Process
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Tabel 6. Hasil Analisis Gap Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Gambar 3. Struktur Organisasi yang Direkomendasikan
Setelah dilakukan analisis gap dan penyesuaian nomenklatur
jabatan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), maka akan
terbentuk tupoksi-tupoksi yang baru sebagai berikut:
1. Kepala UPT, yang merepresentasikan fungsi UPT JKL,
memiliki tupoksi sebagai berikut:
a. Merumuskan rencana strategis terkait kebijakan,
pengembangan, dan pembinaan pendayagunaan
teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
b. Menyusun Standart Operational Procedure dalam
kegiatan operasi teknologi komunikasi dan informasi
untuk pendidikan.
c. Mengkaji dan mendayagunakan sumber daya
teknologi komunikasi dan informasi untuk
pendidikan.
d. Mengelola proyek yang berkaitan dengan teknologi
komunikasi dan informasi untuk pendidikan.
e. Mengembangkan dan mengevaluasi sumberdaya
manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi
dan informasi untuk pendidikan.
f. Menyediakan tata kelola teknologi komunikasi dan
informasi untuk pendidikan.
g. Mengembangkan bahan belajar dan program media
pendidikan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
h. Mendayagunakan data dan informasi pendidikan
untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan
teknis, perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
2. Kepala Seksi Pengembangan Produksi, memiliki tupoksi
sebagai berikut:
a. Menyusun arsitektur informasi dan bahan
pengembangan kerjasama dalam pendayagunaan
teknologi komunikasi dan informasi untuk
pendidikan.
b. Menyusun bahan  pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pengkajian dan pengembangan teknologi
komunikasi dan informasi untuk pendidikan.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala UPT.
Di bawah kendali Seksi Pengembangan Produksi terdapat
staff-staff sebagai berikut:
a. Staff Pengembangan Aplikasi, memiliki tupoksi
sebagai berikut:
1) Menyusun bahan pengkajian dan pengembangan
sistem dan model pembelajaran melalui
pendayagunaan teknologi komunikasi dan
informasi untuk pendidikan.
2) Memproduksi dan memelihara media pendidikan
dan aplikasi untuk pendidikan.
3) Memberikan pelatihan teknologi komunikasi dan
informasi pendidikan.
4) Melayani pengaduan dan penanganan terhadap
gangguan teknologi komunikasi dan infomasi
untuk pendidikan.
b. Staff Infrastruktur TI, memiliki tupoksi sebagai
berikut:
1) Menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi
dan informasi untuk pendidikan.
2) Menyediakan pola pengembangan aplikasi
jaringan teknologi komunikasi dan informasi
untuk pendidikan.
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, memiliki
tupoksi sebagai berikut:
a. Menyediakan standardisasi sistem dan informasi
pengadaan teknologi komunikasi dan informasi
pendidikan di lingkungan dinas.
b. Mengendalikan kualitas teknologi komunikasi dan
informasi untuk pendidikan.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala UPT.
Di bawah kendali Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan
terdapat staff-staff sebagai berikut:
a. Staff Layanan TI, memiliki tupoksi sebagai berikut:
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1) Memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar
dan media pendidikan bagi pendidikan jarak
jauh.
2) Menyusun, menguji, dan menyebarluaskan sistem
dan model pembelajaran dengan menggunakan
teknologi komunikasi dan untuk pendidikan
termasuk memberikan  layanan konsultasi.
3) Menyusun dan mengelola Service Level
Agreement pendayagunaan teknologi komunikasi
dan informasi untuk pendidikan.
4) Memberikan pelayanan teknologi komunikasi
dan informasi yang membantu meningkatkan
kinerja operasional dinas.
5) Melayani permintaan penyuluhan penggunaan
teknologi komunikasi dan informasi untuk
pendidikan.
6) Menangani penyelesaian ketidakhandalan
teknologi komunikasi dan informasi untuk
pendidikan.
7) Menangani keluar masuknya informasi
pendidikan jarak jauh.
b. Staff Keamanan Informasi, memiliki tupoksi sebagai
berikut:
1) Menyusun rencana pengembangan teknologi
komunikasi dan informasi pendidikan sesuai
arahan pendidikan nasional.
2) Melakukan pengamanan data dan informasi
pendidikan.
3) Melaksanakan proses produksi dan pemeliharaan
data dan informasi pendidikan untuk semua jalur,
jenis, dan jenjang.
4) Memelihara perangkat teknologi komunikasi dan
informasi di lingkungan dinas.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tupoksi sebagai
berikut:
a. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan  kantor dan
perangkat teknologi informasi.
b. Menilai dan mengelola risiko pendayagunaan
teknologi komunikasi dan informasi untuk
pendidikan.
c. Membina dan menilai pendayagunaan teknologi
komunikasi dan informasi untuk pendidikan.
d. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan
rumah tangga, kehumasan, kearsipan, dan pengadaan
barang dari luar instansi.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala UPT.
Di bawah kendali Sub Bagian Tata Usaha terdapat staff
yang memiliki tupoksi sebagai berikut:
1) Melaksanakan penatausahaan, pelayanan
masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga di
luar dinas.
2) Melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran belanja TI.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian ini didapatkan 11 Business Goals, 24 IT
Goals,dan tujuh bidang kerja yang sesuai dengan Rencana
Jangka Panjang Instansi. Untuk mendukung usaha pencapaian
sasaran dan tujuan  bisnis instansi, maka idealnya UPT JKL
menambahkan posisi staff yang memiliki peranan dan
tanggung jawab terhadap bidang kerja yang lebih spesifik.
Dari analisis gap, terlihat masih banyak IT Processes yang
belum terpenuhi dalam tupoksi UPT JKL saat ini, yang mana
IT Process tersebut adalah representasi dari kebutuhan proses
TI di masa depan. IT Processes yang belum terpenuhi adalah
sebanyak 16 poin.
Demi mendukung usaha pencapaian sasaran dan tujuan
bisnis instansi, dilakukanlah penyesuaian struktur organisasi,
penambahan tupoksi baru, dan penyesuaian nomenklatur
tupoksi yang telah ada saat ini. Struktur organisasi yang ideal
sesuai COBIT dikombinasikan dengan struktur organisasi yang
telah ada saat ini dengan tidak meninggalkan budaya kerja
sebelumnya dari instansi. Selanjutnya, dilakukanlah
penambahan sejumlah 21 tupoksi baru, dan juga dilakukan
penyesuaian nomenklatur sebanyak enam dari tupoksi yang
telah ada saat ini, untuk menjawab kebutuhan proses TI masa
depan.
Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan evaluasi
struktur organisasi dengan horizon yang lebih pendek,
misalnya dalam jangka waktu lima tahun sekali, sehingga
rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat lebih sesuai
dengan kondisi organisasi pada jangka yang lebih pendek dan
tentunya dengan kebutuhan yang lebih spesifik dan relevan
dengan periode tersebut.
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